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 JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia 
mengatakan tidak akan merevisi lagi target 
realisasi investasi 2020 yang kini dipatok Rp 
817,2 triliun, meskipun realisasi investasi pada 
kuartal II-2020 mengalami kontraksi. Untuk 
itu, investasi dalam negeri atau penanaman 
modal dalam negeri (PMDN) akan digenjot 
dengan sejumlah solusi dan strategi.
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JAKARTA – Pemerintah akan 
memberikan tambahan Dana 
Insentif Daerah (DID) sebesar 
Rp 5 triliun untuk daerah yang 
bisa melakukan penanganan 
Covid-19 dengan baik. Pembe-
rian DID dilakukan berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 87/PMK.07/2020.

Dirjen Perimbangan Keuan-
gan Kementerian Keuangan 
Astera Primanto Bhakti megata-
kan, penyaluran akan dilakukan 
dalam tiga termin waktu. Pada 
termin pertama akan disalurkan 
sebesar Rp 1,9 triliun terhadap 
171 daerah, yang terdiri dari 16 
provinsi, 120 kabupaten, dan 35 
kota. Diharapkan DID bisa digu-
nakan kembali untuk penanga-
nan Covid-19 di daerah tersebut.

“Selama ini pemberian DID 
dilakukan berdasarkan penilaian 
kinerja daerah yang dilakukan 
satu tahun sebelumnya. Saat ini 
kami mengembangkan penilaian 
yang sifatnya adalah on going, jadi 
pada tahun berjalan penilaian di-
lakukan dan ini akan kami deploy 
dalam waktu yang tidak terlalu 
lama,” ucap Dirjen Perimbangan 
Keuangan Kementerian Keuan-
gan Astera Primanto Bhakti 
dalam webinar, Rabu (22/7).

DID akan dibagikan dalam 
ti ga tahap. Penyaluran DID pe-
riode pertama dilakukan sekali-
gus, paling lambat September 
2020. Diikuti penyaluran DID 
tambahan periode kedua dan 
pe riode ketiga dilakukan sekali-
gus, tiap periode paling lambat 
2 bulan setelah rincian alokasi 
tiap periode ditetapkan. Alokasi 
periode kedua dilakukan paling 
lambat September 2020 dan 
pe riode ketiga paling lambat 
Ok tober 2020.

Astera menjelaskan, penilaian 
dilakukan berdasarkan konsis-
tensi pemerintah daerah dalam 
menjaga daerahnya agar tetap 
ber ada dalam zona aman. Baik 
dari segi paparan Covid-19 dan 
bisa memperbaiki performanya. 
“Penilaian ini sudah kami laku-
kan sejak beberapa bulan lalu,” 
ucapnya.

Saat ini, pemerintah daerah 
menggunakan APBD untuk upaya 
penanganan Covid-19. Pertama 

fokus terhadap penggunaan ang-
garan di bidang kesehatan, khu-
susnya mempersiapkan fasilitas 
pelayanan kesehatan. Kedua 
menggunakan anggaran untuk 
jaring pengaman sosial. Kondisi 
perekonomian yang sedang terpu-
ruk memengaruhi kesejahteraan 
masyarakat. Ketiga, berupaya 
mendongkrak ekonomi dae-
rah yang terkena dampak Covid-
19.“Kita tahu harga komoditas 
turun, banyak pedagang pasar 
yang tidak bisa berjualan karena 
adanya pembatasan,” ucapnya.

Tetapi  dengan 
adanya pelonggaran 
Pembatasan Sosial 
B e r s k a l a  B e s a r 
(PSBB), sejumlah 
sektor mulai menu-
jukkan pemulihan. 
Dengan adanya pe-
mulihan ini dihara-
pkan perekonomian 
daerah bisa kembali 
pulih. “Kami harap-
kan daerah betul-bet-
ul bisa memanfaat-
kan DID ini untuk 
tiga hal tersebut dan 
untuk mengungkit 
ekonomi daerah se-
cara keseluruhan,” 
kata Astera.

Dana Rp 10 Triliun 
Menurut dia, Ke-

menkeu juga tengah 
melakukan relaksasi 
prosedur penyaluran 
pinjaman terhadap 
pe merintah daerah 
melalui PT Sarana 
Multi Infrastruktur 
(Persero) atau SMI. 
Untuk itu, Ke menkeu 
akan me nyiapkan 
dana Rp 10 triliun un-
tuk men jalankan ske-
ma ini guna memper-
cepat pembangunan 
pro yek padat karya 
di daerah.

“Jadi prosedur 
pin jaman daerah 
yang selama ini 
melalui PT SMI me-
makan waktu agak 
lama. Saat ini kita 
melakukan relak-

sasi. Tadinya direncanakan 
pinjaman daerah melalui Direk-
torat Perimbangan Keuangan 
akhirnya kami putuskan tetap 
melalui PT SMI,” kata  Astera 

Ia mengatakan, dalam hal ini 
PT SMI berperan sebagai pihak 
yang menentukan daerah mana 
yang berhak untuk mendapat-
kan pinjaman. Namun, pembe-
rian pinjaman tetap dilakukan 
sesuai dengan arahan Kemen-
terian Keuangan. Dana pinjaman 
ini diharapkan menggerakkan 
perekonomian daerah.(ark)

JAKARTA – Pemerintah Indone-
sia melalui Kedutaan Besar RI di 
Singapura meluncurkan laman pusat 
informasi dan konsultasi bagi para in-
vestor asing sehingga mereka dapat 
menghubungi langsung pemangku 
kepentingan terkait guna membahas 
rencana bisnis di Tanah Air.

Laman pusat informasi dan kon-
sultasi bisnis investindonesia.sg di-
resmikan oleh Menteri Luar Negeri 
Republik Indonesia Retno Marsudi, 
Duta Besar Republik Indonesia 
untuk Singapura I Gede Ngurah 
Swajaya, serta turut disaksikan oleh 
Gubernur Bank Indonesia Perry 
Warjiyo, dan Kepala Badan Koor-
dinasi Penanaman Modal (BKPM) 
Bahlil Lahadalia, pada acara ta-
hunan KBRI Singapura, “The 3rd 
Indonesia Investment Day”, yang 
pada tahun ini diadakan secara vir-
tual akibat pandemi Covis-19.

“Investor punya kesempatan un-
tuk berinteraksi langsung dengan 
pemerintah dari 11 provinsi untuk 
membahas proyek investasi apa 
yang tersedia, serta pertanyaan apa-
pun terkait investasi,” kata Dubes 
Ngurah saat menjelaskan salah satu 
kegunaan laman investindonesia.sg, 
pada acara peresmian, sebagaimana 
disiarkan langsung lewat aplikasi 
Zoom dan Youtube, Rabu (22/7).

Laman investindonesia.sg dibuat 
atas kerja sama KBRI Singapura, 
Kementerian Luar Negeri, Bank 
Indonesia, BKPM, dan pemerintah 
daerah. Dalam laman itu, investor 
dapat membuat jadwal pertemuan 
virtual dengan pemerintah daerah 
(one-on-one meeting), mengikuti 
sesi tanya jawab, berkonsultasi 
lewat sesi Investment Clinic, dan 
menjelajahi sejumlah tawaran inv-

estasi dari 11 provinsi.
Setidaknya, ada perwakilan dari 

11 provinsi yang berpartisipasi 
memberikan informasi serta kon-
sultasi investasi di laman tersebut, 
di antaranya Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi 
Utara, DKI Jakarta, Lampung, Nusa 
Tenggara Barat, Jawa Barat, Kalim-
antan Timur, Kepulauan Riau, dan 
Sulawesi Selatan. Perwakilan 11 
provinsi itu akan mempresentasikan 
peluang usaha di masing-masing 
wilayah lewat sesi temu bisnis virtual 
di laman investindonesia.sg mulai 
pertengahan 11 Agustus-20 Oktober.

Pada kesempatan yang sama, 
seperti dilaporkan Antara, Kepala 
BKPM Bahlil Lahadalia menyam-
paikan seluruh informasi dalam 
laman investindonesia.sg telah 
melalui proses kurasi dan verifikasi 
ketat sehingga calon investor akan 
memiliki pemahaman yang terang 
dan jelas mengenai peluang berin-
vestasi di Indonesia.

Lewat laman Invest Indonesia 
tersebut, pemerintah Indonesia pada 
Rabu (22/7) menawarkan 80 proyek 
investasi di 11 provinsi untuk calon 
penanam modal asing melalui temu 
bisnis virtual yang difasilitasi oleh 
Kedutaan Besar Republik Indonesia 
(KBRI) di Singapura.

Dalam laman investindonesia.sg, 
Jawa Tengah menjadi jadi provinsi 
yang paling banyak menawarkan 
proyek siap investasi. Sedikitnya 
ada 21 proyek yang ditawarkan 
antara lain pembangunan Kawasan 
Industri Bukit Semarang, Kawasan 
Industri Jatengland, Kawasan Indus-
tri Kendal, Zona Pengolahan Produk 
Ekspor Tanjung Emas, dan Kawasan 
Industri Wijayakusuma. (ns)

“Kami dapatkan, (realisasi in-
vestasi) pada kuartal II menjadi 
cambukan untuk bangkit pada 
semester II. Kalau ditanya apa-
kah optimistis pada semester II, 
insya Allah akan lebih baik. Ma-
kanya saya nggak lakukan revisi, 
tetap di Rp 817,2 triliun, tidak 
ada revisi (lagi). Kecuali kasus 
Covid-19 besok naik lagi,” tandas 
Bahlil dalam paparan realisasi 

investasi kuartal II-2020 secara 
daring di Jakarta, Rabu (22/7).

Sebelumnya, target realisasi 
investasi 2020 adalah sebesar 
Rp 866,1 triliun. Karena pan-
demi Covid-19, BKPM kemudian 
membuat simulasi jika Covid-19 
berakhir pada Mei 2020 maka 
target realisasi investasi dipatok 
Rp 855,6 triliun. Namun, karena 
pandemi belum juga berakhir, 

target realisasi investasi ditetap-
kan menjadi Rp 817,2 triliun.

Bahlil mengatakan, ada dua 
penyebab investasi dalam negeri 
masih belum besar capaiannya, 
pertama masih terhambat oleh 
permasalahan izin yang mere-
potkan dan aturan yang tumpang 
tindih. “Izin ini teman-teman 
juga muak melihatnya. Aku tahu 
ini, arogansi sektoral antarke-
menterian, aturan tumpang tin-
dih, gubernur, bupati, wali kota, 
dan birokrasi,” kata Bahlil.

Sehingga, ia pun memiliki 
strategi untuk memudahkan 
realisasi investasi PMDN yakni 
dengan mengurus seluruh izin 
hanya melalui BPKM. “BKPM 
punya strategi, izinnya kami yang 
urus saja. Seluruh kewenangan 
di BKPM. Kalau teman-teman se-
rius ayo kami bantuin,” kata dia.

Masalah kedua adalah terkait 
banyaknya investor yang meng-
ajukan kredit tetapi sulit untuk 
mendapatkan dana atau lambat 
pencairannya. Oleh karena itu, 
ia mengatakan, untuk memper-
cepat proses pencairan kredit, 
maka investor yang sudah men-

gajukan kredit namun lambat 
pencairannya dapat dibantu oleh 
BKPM “Kami yang meminta 
kepada perbankan untuk segera 
dicairkan,” ucap dia. 

“Kalau enggak (dibantu) 
perputaran ekonomi lambat. 
Omnibus law berorientasi pada 
penciptaan lapangan pekerjaan 
dengan memangkas birokrasi, 
menghilangkan pungutan-pun-
gutan liar sehingga memudah-
kan dunia usaha dan UMKM,” 
tutur dia.

Realisasi Investasi 
Bahlil menyebutkan, realisasi 

investasi di Indonesia selama 
kuartal II-2020 tercatat Rp 191,9 
triliun yang terdiri atas Rp 94,3 
triliun penanaman modal dalam 
negeri (PMDN) dan Rp 97,6 
triliun penanaman modal asing 
(PMA). Capaian ini mengalami 
kontraksi hingga 4,3% diband-
ingkan periode sama tahun lalu 
yang sebesar Rp 200,5 triliun 
dan turun 8,9% dibandingkan 
kuartal I-2020 yang sebesar Rp 
210,7 triliun.

Namun, untuk realisasi inves-
tasi periode Januari – Juni 2020 
atau selama semester I-2020 
tercatat Rp 402,6 triliun, masih 

tumbuh positif 1,8% dibanding-
kan periode sama tahun lalu 
yang tercatat Rp 395,6 triliun. 
Realisasi ini setara dengan 
49,3% target investasi setahun 
penuh yang ditetapkan Rp 817,2 
triliun.

Bahlil mengatakan, kontraksi 
realisasi investasi pada kuartal 
II-2020 tersebut di luar ek-
spektasi BKPM. Meski ada 
tekanan pandemi Covid-19, 
semula BKPM memperkirakan 
realisasi investasi pada kuartal 
II-2020 masih bisa di atas Rp 
200 triliun.

Kendati demikian, ia menilai, 
kinerja realisasi investasi semes-
ter I-2020 yang masih mampu 
tumbuh 1,8% itu sebagai hasil 
positif karena dicapai di tengah 
kondisi pandemi Covid-19 yang 
berat. “Angka (semester I) ini 
bukan angka sulap bim salabim. 
Ini angka yang bisa diuji, riil per 
proyek di mana dan investasi 
apa. Jangan lagi bilang ini angka 
mimpi,” tandas Bahlil.

Sementara itu, jika dirinci re-
alisasi investasi semester I-2020 
tersebut terdiri atas realisasi 

PMDN yang sebesar Rp 207 
triliun, naik 13,2% dibandingkan 
periode yang sama di tahun lalu. 
Kemudian, realisasi PMA sebe-
sar Rp 195,6 triliun, tumbuh mi-
nus 8,1% dibandingkan periode 
yang sama di tahun lalu. 

Sedangkan jika dirunut ber-
dasarkan negara asal investasi 
asing, Singapura masih men-
dominasi dengan pangsa 34,4% 
atau US$ 4,7 miliar, disusul 
Tiongkok 17,9% atau US$ 2,4 
miliar, kemudian Hong Kong 
sebesar US$ 1,8 miliar atau 
13,2%, Jepang sebesar US$ 1,32 
miliar dengan porsi 8,9%, dan 
Malaysia 5,9% atau mencapai 
US$ 0,8 Miliar.

Menurut Bahlil, realisasi inv-
estasi baik PMDN maupun PMA 
tersebut sudah memberikan 
dampak pada penciptaan lapa-
ngan pekerjaan. "Dari realisasi 
tersebut, penyerapan tenaga 
kerja selama semester I-2020 
mencapai 566 ribu orang dari 
57.815 proyek investasi, yaitu 
303 ribu orang lebih pada kuar-
tal I-2020 dan 263 orang lebih 
pada kuartal II-2020," papar dia.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Suasana bangunan gedung bertingkat dan pemukiman di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2020). Pemerintah 
dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 di level 
minus 5,08%. Padahal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di kisaran -0,4% hingga positif 1% pada kuartal II. 

SP/Ruht Semiono

Singapura
US$ 4,7 M
(34,4%) 

R.R. Tiongkok
US$ 2,4 M 

(17,9%)Hongkong, RRT
US$ 1,8 M
(13,2%) 

Jepang
US$ 1,2 M

(8,9%) 

Malaysia
US$ 0,8 M

(5,9%)

Lainnya
US$ 2,7 M

(19,7%)

Realisasi Investasi Semester I-2020 Berdasarkan Negara Asal

Sumber BKPM


